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Abstrak
 

PKPU merupakan salah satu cara dalam menghindari Debitor dinyatakan pailit. Tujuan dari Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang sendiri adalah untuk mencapai suatu Perdamaian antara Debitor dengan

Kreditor yang apabila disetujui maka Perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Niaga. Namun,

kepailitan tetap dapat mengikuti Debitor. Dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran utang memberikan kesempatan untuk Perdamaian PKPU yang telah disahkan

tersebut dibatalkan. Untuk itulah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai

pembuktian dari syarat dan akibat dari pembatalan perdamaian PKPU yang diatur dalam UU No. 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis dalam penelitian ini

menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Dari penulisan ini diketahui bahwa yang dapat

mengajukan permohonan dalam pembatalan perdamaian ini adalah Kreditor dengan syarat Debitor lalai

dalam memenuhi isi perdamaian. Dalam membuktikan ini UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan ukuran sampai sejauh mana Debitor dikatakan

lalai. Kemudian dengan dikabulkannya pembatalan perdamaian ini, maka Debitor dinyatakan pailit.

......Suspension of Payments PKPU is one way to avoid the declared bankrupt Debtor. The purpose of The

Suspension of Payments PKPU is to achieve a reconciliation between the Debtor and the Creditor, if

approved, shall be endorsed by the Commercial Court. However, bankruptcy can still follow the Debtor. In

UU No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payments PKPU provides an opportunity for

Reconcilliation of Suspension of Payments PKPU that has been passed is canceled. For this reason, this

study aims to explain the regulation on the provision of the terms and consequences of annulment on

Suspension of Payments PKPU Reconciliation regulated in UU No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and

Suspension of Payments PKPU . The author in this study using normative research with literature study.

From this writing it is known that who can apply in the cancellation of this peace is the Creditor on

condition that the Debitor is negligent in fulfilling the contents of reconciliation. In proving this Law UU

No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payments PKPU does not provide a measure of the

extent to which the Debtor is said to be negligent. Then with the grant of this annulment on Suspension of

Payments PKPU Reconciliation, the Debtor declared bankrupt.
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